
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 - 2026

TUJUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Definisi : Definisi :
Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD) Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke - 5 (akhir periode Renstra SKPD)
Catatan : Catatan :
Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya. Sasaran bulan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Meningkatkan 
penyelenggaraan komunikasi 
informasi dengan 
pemanfaatan teknologi 
informasi menuju Klaten 
Smartcity

Cakupan 
Layanan 
Telekomunikasi

Luas wilayah 
yang 
tercoverage 
dibagi luas 
wilayah 
keseluruhan

% 60 63 67 70 73 Meningkatnya 
pemanfaatan 
teknologi dan 
keterbukaan 
informasi publik 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan

Keterbukaan 
Informasi 
Publik (KIP)

Sesuai hasil 
penilaian 
Komisi 
Informasi 
Publik

Skor 75 77 79 81 83 Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan penunjang 
urusan pemerintahan 
daerah

Jumlah 
kebutuhan 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah yang 
terpenuhi 
dibagi 
kebutuhan 
dalam 1 tahun 
dikali 100

% 100 100 100 100 100 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
yang tersusun

Jumlah 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran 
dan evaluasi 
kinerja yang 
tersusun dibagi 
jumlah 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran 

% 100 100 100 100 100 Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
perangkat 
daerah tersusun

- Dokumen 12 12 12 12 12

Meningkatnya 
ketersediaan data 
pada portal satu data 
daerah

Persentase 
ketersediaan 
data pada 
portal satu data 
daerah

Jumlah 
ketersediaa
n data 
sektoral 
yang sesuai 
standart 
data di bagi 
jumlah data 
sektoral di 
kali 100

% 30 40 50 60 70 Koordinasi dan 
penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD

Jumlah 
dokumen 
LKJIP tersusun

- Dokumen 4 4 4 4 4

Terwujudnya 
keamanan informasi 
pemerintah daerah

Tingkat 
Keamanan 
Informasi

Jumlah nilai 
per Area 
Keamanan 
Informasi 
dibagi 
Jumlah 
Area 
Penilaian 
dikali 100

% 60 68 76 84 92 Evaluasi kinerja 
perangkat 
daerah

Jumlah 
dokumen 
evaluasi kinerja 
perangkat 
daerah tersusun

- Dokumen 2 2 2 2 2

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Administrasi 
keuangan 
perangkat daerah

Persentase 
pembayaran gaji, 
tunjangan ASN 
dan penyelesaian 
laporan keuangan 
tepat waktu

Jumlah 
pembayaran 
gaji, tunjangan 
ASN dan 
penyelesaian 
laporan 
keuangan tepat 
waktu dibagi 
jumlah 
pembayaran 
gaji, tunjangan 
ASN dan 
laporan 

% 100 100 100 100 100 Penyediaan gaji 
dan tunjangan 
ASN

Jumlah ASN 
yang 
terbayarkan 
gaji dan 
tunjangannya

- Orang 27 27 27 27 27

Penyediaan 
administrasi 
pelaksanaan 
tugas ASN

Jumlah 
pembayaran 
honor KPA, 
PPTKA, PPK 
SKPD, 
Bendahara 
pengeluaran, 
Bendahara 
penerimaan, 
Bendahara 
pengeluaran 
pembantu, 
Bendahara 
penerimaan 
pembantu

- Bulan 10 10 10 10 10

Koordinasi dan 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
bulanan/triwulan

Jumlah laporan 
keuangan 
bulanan/triwulan
an/semesteran

- Dokumen 18 18 18 18 18

Penyusunan 
pelaporan dan 
analisis 
prognosis 
realisasi 
anggaran

Jumlah laporan 
dan analisis 
prognosis 
realisasi 
anggaran yang 
tersusun

- Dokumen 2 2 2 2 2

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Persentase 
Penyelesaian 
Administrasi 
Kepegawaian 
Tepat Waktu

Jumlah 
administrasi 
kepegawaian 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 
dibagi jumlah 
administrasi 
kepegawaian 

% 100 100 100 100 100 Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan

Jumlah 
kegiatan 
sosialisasi 
peraturan 
perundang - 
undangan 

- Kegiatan 28 30 30 40 40

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah

Persentase 
Pemenuhan 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah Tepat 
Waktu

Jumlah 
kebutuhan 
administrasi 
umum 
perangkat 
daerah yang 
terpenuhi tepat 
waktu dibagi 
jumlah 
kebutuhan 
administrasi 
umum 

% 100 100 100 100 100 Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor

Jumlah 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor tersedia

- Unit 15 15 20 20 25

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan

Jumlah barang 
cetakan dan 
penggandaan 
tersedia

- Eksemplar 10 15 15 20 20

Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Jumlah 
kunjungan tamu 
terfasilitasi

- Kali 50 50 85 85 85

Penyelenggaraan 
 Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 

Jumlah rapat 
koordinasi dan 
konsultasi 
SKPD

- Kali 100 100 125 125 125

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
 Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah

Persentase Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Yang 
Terpelihara

Jumlah 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah tepat 
waktu dibagi 
jumlah 
pengadaan 
barang milik 
daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintah 

% 100 100 100 100 100 Pengadaan MebelJumlah mebel 
yang diadakan

- Unit 10 20 48 26 27

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya

Jumlah sarana 
dan prasarana 
gedung kantor 
atau bangunan 
lainnya yang 
diadakan

- Unit 10 30 30 35 35

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Tepat 
Waktu

Jumlah 
kebutuhan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah yang 
terpenuhi tepat 
waktu dibagi 
jumlah 
kebutuhan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 

% 100 100 100 100 100 Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah surat 
terkirim

- Eksemplar 1500 1500 1750 1750 1750

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik

Jasa 
komunikasi, 
sumber daya 
air dan listrik 
yang terbayar

- Bulan 12 12 12 12 12

Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Honor jasa 
pelayanan 
umum kantor 
terbayar

- Orang 4 5 5 5 5

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Tepat 
Waktu

Jumlah barang 
milik daerah 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah yang 
terpelihara 
dibagi barang 
milik daerah 
penunjang 
urusan 

% 100 100 100 100 100 Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan

Jumlah 
kendaraan 
dinas 
operasional 
atau lapangan 
terpelihara 
serta pajak dan 
perizinannya 
terbayar

- Unit 14 17 17 20 20

Pemeliharaan/Re
habilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya

Jumlah gedung 
kantor dan 
bangunan 
lainnya 
terehabilitasi/ter

- Unit 2 2 2 2 2

Pemeliharaan/Re
habilitasi Sarana 
dan Prasarana 
Pendukung 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya

Jumlah sarana 
dan prasarana 
pendukung 
gedung kantor 
atau bangunan 
lainnya 
terehabilitasi/ter
pelihara

- Unit 15 20 20 25 25

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Program 
Pengelolaan 
Informasi Dan 
Komunikasi 
Publik

Persentase Informasi 
Terkait Program dan 
Kebijakan 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
Yang Disampaikan 
Ke Masyarakat

Jumlah 
informasi 
terkait 
program dan 
kebijakan 
pemerintah 
kabupaten/kota 
 yang 
disampaikan 
ke masyarakat 
dibagi jumlah 
informasi 
program dan 
kebijakan 
pemerintah 
yang harus 
disampaikan 

% 100 100 100 100 100 Pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Informasi Publik 
Yang Disampaikan 
Kepada 
Masyarakat

Jumlah 
informasi publik 
yang 
disampaikan 
kepada 
masyarakat 
dibagi jumlah 
informasi publik 
dikali 100

% 100 100 100 100 100 Perumusan 
Kebijakan 
Teknis Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi 
Publik

Jumlah 
kebijakan yang 
dirumuskan

- Kebijakan 2 3 3 4 4

Persentase 
Pengembangan dan 
Pemberdayaan 
Kelompok Informasi 
Masyarakat Di 
Tingkat Kecamatan

Kelompok 
informasi 
masyarakat 
yang aktif 
dibagi dengan 
jumlah 
kelompok 
informasi 
masyarakat 
yang telah 
dibina dikali 

% 18.18 36 55 73 100 Monitoring 
Opini dan 
Aspirasi Publik

Jumlah layanan 
aduan yang 
tertangani

- Layanan 
Aduan

100 105 110 115 120

Pengelolaan 
Konten dan 
Perencanaan 
Media 
Komunikasi 
Publik

Jumlah 
pemberitaan 
daerah

- Berita 240 260 280 300 320

Pengelolaan 
Media 
Komunikasi 
Publik

Jumlah media 
yang dikelola

- Media 2 2 2 2 2

Pelayanan 
Informasi Publik

Jumlah badan 
publik kategori 
informatif

- Badan 
Publik

3 6 9 12 15

Kemitraan 
Dengan 
Pemangku 
Kepentingan

Jumlah 
kemitraan 
dengan 
pemangku 

- Organisasi 2 2 2 2 2

Penguatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Komunikasi 
Publik

Jumlah desa 
blank spot yang 
mendapatkan 
layanan 
telekomunikasi

- Desa 6 50 50 50 50

Penyelenggaraan 
 Hubungan 
Masyarakat, 
Media dan 
Kemitraan 
Komunitas

Jumlah 
informasi yang 
disebarluaskan 
melalui media 
massa dan 
papan ruang

- Informasi 170 180 190 200 210

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Program 
Pengelolaan 
Aplikasi 
Informatika

Persentase Layanan 
Publik Yang 
Diselenggarakan 
Secara Online dan 
Terintegrasi

Jumlah 
layanan publik 
yang 
diselenggaraka
n secara 
online dan 
terintegrasi 
dibagi jumlah 
layanan publik 
dikali 100

% 62.96 72 81 91 100 Pengelolaan 
Nama Domain 
Yang Telah 
Ditetapkan Oleh 
Pemerintah Pusat 
dan Sub Domain 
di Lingkup 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Perangkat Daerah 
Yang Terkoneksi 
Di Jaringan Intra 
Pemerintah Atau 
Menggunakan 
Akses Internet 
Yang Diamankan 
Yang Disediakan 
Oleh Dinas 
Kominfo

Jumlah 
perangkat 
daerah yang 
terkoneksi di 
Jaringan intra 
pemerintah 
atau 
menggunakan 
akses internet 
yang 
diamankan 
yang disediakan 
oleh Dinas 

% 100 100 100 100 100  
Penyelenggaraan 
 Sistem Jaringan 
Intra 
Pemerintah 
Daerah

Jumlah OPD 
terlayani sistem 
jaringan intra 
pemerintah 
daerah

- OPD 51 51 51 51 51

Persentase 
Penambahan Akses 
Internet Di Ruang 
Publik

Jumlah ruang 
publik yang 
ditambah 
akses 
internetnya 
dibagi rencana 
penambahan 
internet di 

% 67,50 75 83 90 100 Jumlah titik wifi 
di ruang publik 
yang terpasang

- Titik 2 3 3 3 4

Persentase 
Penambahan Akses 
(Titik) Internet Di 
OPD Yang 
Disediakan Dinas 
Kominfo

Jumlah OPD 
yang sudah 
memiliki 
jaringan fiber 
optik milik 
Pemda dibagi 
jumlah OPD 
dikali 100

% 58,82 63 67 71 75

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Pengelolaan E-
government Di 
Lingkup 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Layanan Publik 
Dan Administrasi 
Pemerintahan 
Yang Tercantum 
Dalam Dokumen 
Proses Bisnis 
Yang Telah 
Diimplementasikan 
Secara Elektronik 
(Layanan SPBE)

Jumlah layanan 
publik dan 
administrasi 
pemerintahan 
yang tercantum 
dalam dokumen 
proses bisnis 
yang telah 
diimplementasik
an secara 
elektronik 
(layanan 
SPBE) dibagi 
jumlah layanan 
publik dikali 100

% 60 65 70 75 80 Pengelolaan 
Pusat Data 
Pemerintahan 
Daerah

Jumlah OPD 
yang 
terintegrasi 
datanya dengan 
sistem pusat 
data

- OPD 5 11 17 23 26

Pengembangan 
Aplikasi dan 
Proses Bisnis 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik

Jumlah layanan 
publik yang 
diselenggarakan 
 secara online 
dan terintegrasi

- Layanan 16 18 21 25 28

Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Ekosistem 
Kabupaten/Kota 
Cerdas dan 
Kota Cerdas

Jumlah 
kegiatan 
koordinasi 
persiapan 
evaluasi 
penilaian smart 

- Kegiatan 8 8 8 8 8

Revisi dokumen 
Masterplan 
Smartcity

- Dokumen 0 0 1 0 0

Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Sumber Daya 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Pemerintah 
Daerah

Jumlah ASN 
pengelola TIK 
yang 
tersertifikasi 
kompetensi di 
bawah 
pengelolaan 
Dinas Kominfo

- Orang 20 25 30 35 40

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Program 
Penyelenggaraa
n Statistik 
Sektoral

Persentase 
Ketersediaan 
Statistik Sektoral 
Yang Memiliki 
Standar Data Dan 
Metadata Sesuai 
Dengan Prinsip Satu 
Data Indonesia

Jumlah 
ketersediaan 
data sektoral 
yang sesuai 
standart data 
dibagi jumlah 
data sektoral 
dikali 100

% 30 40 50 60 70 Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 
di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Ketersediaan Data 
Sektoral

Jumlah data 
statistik 
sektoral dibagi 
jumlah data 
statistik dikali 
100

% 75 75 75 75 75 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan, 
Analisis dan 
Diseminasi Data 
Statistik Sektoral

Jumlah data 
statistik sektoral

- Data 136 140 142 144 146

Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Statistik Sektoral

Jumlah 
produsen data 
statistik sektoral

- OPD 38 40 42 44 46

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Program 
Penyelenggaraa
n Persandian 
Untuk 
Pengamanan 
Informasi

Persentase 
Perangkat Daerah 
Yang Telah 
Menggunakan Sandi 
(E-Sign/Tanda 
Tangan Elektronik) 
Dalam Komunikasi 
Perangkat Daerah

Jumlah 
perangkat 
daerah yang 
telah 
menggunakan 
sandi (e-
sign/tanda 
tangan 
elektronik) 
dalam 
komunikasi 
antar 
perangkat 
daerah dibagi 
jumlah total 
perangkat 
daerah dikali 
100

% 29 39 49 59 69  Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase 
Persandian Untuk 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Yang Diamankan

Jumlah 
persandian 
untuk 
pengamanan 
informasi 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota 
yang 
diamankan 
dibagi jumlah 
informasi dikali 
100

% 25 30 35 40 45 Pelaksanaan 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Berbasis 
Elektronik dan 
Non Elektronik

Jumlah 
pelaksanaan 
keamanan 
informasi 
pemerintahan 
daerah 
kabupaten/kota 
berbasis 
elektronik dan 
non elektronik

- Informasi 500 510 520 530 540

Persentase Sistem 
Informasi Perangkat 
Daerah Yang 
Diamankan Dengan 
Sertifikat Elektronik

Jumlah sistem 
informasi 
perangkat 
daerah yang 
diamankan 
dengan 
sertifikat 
elektronik 
dibagi jumlah 
target sistem 
informasi 
dikali 100

% 35 38 39 40 41 Penyediaan 
Layanan 
Keamanan 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah 
penyediaan 
layanan 
keamanan 
informasi 
pemerintah 
daerah 
kabupaten/kota

- Layanan 5 6 7 8 9
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